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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Penyalahgunaan Dana 

Nasabah Pada Perbankan di Bank BTN Semarang 

a. Perlindungan hukum bagi nasabah bank BTN masih cukup lemah. Hal 

tersebut dikarenakan beberapa personil pihak bank BTN yang kuat 

intensif sehingga melemahkan aturan hukum yang diberlakukan, 

sehingga aturan menjadi kurang efektif. 

b. Bank BTN juga belum memiliki mekanisme yang jelas mengenai 

perlindungan hukum bagi nasabah jika suatu saat terjadi kebangkrutan, 

kesulitan dana maupun penyalahgunaan dana nasabah.  

c. Aturan hukum yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum bagi 

nasabah pada bank BTN adalah perundang-undangan nomor 7 Tahun 

1992 tentang perbankan, perundang-undangan nomor 8 Tahun 1999 

tentang perlindungan konsumen serta KUHPerdata dengan melihat 

unsur wanprestasi dan unsur perbuatan melawan hukum. 

2. Kendala dan Upaya Mengatasi Permasalahan Antara Nasabah 

Terhadap Penyalahgunaan Dana Nasabah Pada Perbankan di Bank 

BTN Semarang 

a. Kendala internal pihak bank BTN dalam mengatasi penyalahgunaan dana 

nasabah ada 3 point, yaitu: (1) tidak tersedianya dana (pihak BTN) 
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sehingga membutuhkan waktu lebih lama, (2) minimnya konsultan 

hukum, (3) kurang terbukanya pihak bank BTN. 

b. Kendala eksternal pihak bank terdapat 3 kendala (eksternal) dalam 

mengatasi permasalahan penyalahgunaan dana nasabah oleh pihak bank 

BTN meliputi: (1) minimnya kompetensi nasabah tentang hukum, (2) 

biaya konsultan hukum yang cukup tinggi, (3) minimnya komunikasi 

antar nasabah. 

c. Upaya mengatasi penyalahgunaan dana nasabah oleh pihak bank BTN 

berupa: 1) pihak nasabah berusaha mengkomunikasikan dengan pihak 

Bank BTN, 2) jika tidak bisa menghasilkan kesepakatan maka ditempuh 

secara jalur hukum. 

 

B. Saran 

1. Bagi Pihak Bank BTN 

a) Pihak bank agar menyusun kembali laporan keuangan khususnya untuk 

melihat dana nasabah. 

b) Pihak bank agar menyusun kembali pertanggungjawaban pengelolaan 

Bank BTN. 

c) Pihak Bank BTN agar mendata kembali piutang, tabungan dan aset lain 

yang masih dimiliki sebagai bentuk tanggung jawab pengembalian dana 

nasabah. 
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2. Bagi Nasabah 

a. Agar menempuh jalur kekeluargaan, dan kiranya tidak ada itikad baik 

dari pihak BTN serta tidak menemukan kesepakatan bisa melalui  jalur 

hukum. 

b. Agar nasabah tetap ikut partisipasi aktif dalam penyelesaian sehingga 

pihak Bank BTN tidak lepas tanggung jawab. 
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